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Abstrak

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam dunia kerja, hubungan pengusaha dengan pekerja/buruh ialah saling berkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam perjanjian kerja tersebut dimuat adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang pelaksanaannya secara timbal balik, namun dalam  proses pemenuhan hak dan kewajiban sering terjadi kesenjangan posisi tawar di antara para pihak. Hal ini menyebabkan salah satu pihak dirugikan atas perjanjian kerja tersebut. Salah satu contoh perjanjian kerja yang ditengarai merugikan salah satu pihak adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh CV. Sinar Baru Plastik telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini yakni mengenai substansi pembuatan perjanjian kerja antara CV. Sinar Baru Plastik dengan pekerjanya. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar ketentuan mengenai perjanjian kerja yang meliputi pengupahan, jam kerja, serta jaminan sosial yang dalam hal ini diberlakukan oleh CV. Sinar Baru Plastik, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan posisi tawar pekerja/buruh yang lemah dibanding posisi pengusaha yang cenderung lebih kuat. Lebih jauh lagi para pihak yang membuat perjanjian kerja harus mempunyai posisi yang setara dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya, sehingga kedudukan hak dan kewajiban para pihak menjadi seimbang.
Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perjanjian Kerja, Ketenagakerjaan
Abstract

The working agreement is the beginning of the birth of the working relationship between workers / labor with employers. In the to employment area, the relationship between the workers / labor and employers are related fulfillment of rights and obligations. In the working agreement, it contains rights and obligations of both parties, in which the implementation is reciprocal, but in the process of fulfilling the rights and obligations there is bargaining position discrepancy between the parties. It can cause one of the parties in the working agreement suffers loses. One example of the working agreement which is considered detrimental to one party is working agreement between the workers / labor with CV. Sinar Baru Plastik. This is intended to obtain legal materials in accordance with this research that is the substance of the making of working agreement between CV. Sinar Baru Plastik and workers/labors.This research is a normative law research. The research approaches used are statute, case, and conceptual. The data collection technique used in this research is by collecting the legal materials, both primary and secondary legal materials. Legal materials processing techniques in tis study done by systematically classifying primary and secondary legal materials that have been collected, according to the problems examined. This study aims to determine and understand whether the provisions contained in the working agreement made by the CV. Sinar Baru Plastik are in accordance with Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that the provisions on working agreement covering wages, working hours and social security in this case as imposed by CV. Sinar Baru Plastik, are not in accordance with Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower. This is because the bargaining position of workers / labor are weaker than the position of employers who tend to be more robust. Furthermore the parties who made the working agreement should have an equal position in the fight for the rights and obligations, so that the position of the rights and obligations of the parties to be balanced.
Keywords : Juridical analysis, The working agreement, Manpower
PENDAHULUAN

Salah satu upaya orang untuk mempertahankan hidup adalah dengan cara bekerja pada pihak lain. Pekerja/buruh berharap mendapatkan upah sedangkan pemberi kerja mendapatkan tenaga dari pekerja/buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 3 menjelaskan yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah: “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
Salah satu upaya orang untuk mempertahankan hidup adalah dengan cara bekerja pada pihak lain. Pekerja/buruh berharap mendapatkan upah sedangkan pemberi kerja mendapatkan tenaga dari pekerja/buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Adapun pengertian pemberi kerja menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: “Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Salah satu pemberi kerja ialah pengusaha, yang menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di maksud dengan pengusaha ialah:

a. Orang perseorangan,persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. Orang perseorangan,persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pekerja/buruh dan pengusaha merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Terjadinya sinergi kedua faktor itu membuat perusahaan akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, seahli apapun pekerja/buruh tanpa adanya perusahaan hanya akan melahirkan produk pengangguran. Pengusaha memiliki tujuan dalam melakukan hal tersebut salah satunya untuk menjalankan proses produksi dalam perusahaan.

Pengusaha membutuhkan pekerja/buruh karena para pengusaha tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan perusahaan yang mereka dirikan atau tidak dapat menjalankan dengan bantuan beberapa orang saja, sedangkan pekerja/buruh memerlukan uang (upah) untuk membeli keperluan lain bagi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh terlihat jelas bahwa keduanya saling membutuhkan. Hubungan antara keduanya terletak di dalam hubungan saling menciptakan kesejahteraan antara masing-masing peranan.

Masalahnya tidak selalu harmonis dalam hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Permasalahan yang mungkin terjadi adalah masalah kesejahteraan, kenaikan upah, masalah perlindungan dan jaminan sosial, sampai tidak dibayarnya tepat waktu upah untuk pekerja/buruh. Pemerintah secara berangsur-angsur turut serta dalam menangani masalah perburuhan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja/buruh. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan, pemerintah bersama legislatif dengan tetap memerhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha ikut campur tangan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Secara umum dalam hubungan antara pekerja/buruh dengan pegusaha terjadi perbedaan bahkan kesenjangan di antara kedua belah pihak yakni terletak pada posisi tawar (bargaining position). Secara yuridis pekerja/buruh memang manusia yang bebas, sebagaimana prinsip negara kita bahwa setiap warga negara tidak boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba serta berhak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, maka dari itu kedudukannya menempati posisi yang sama di depan hukum dan pemerintahan, namun secara sosiologis hal ini sering ditemukan, pekerja/buruh tidak menempati posisi dimana dia harus diberlakukan sebagaimana manusia yang bermartabat, ia dipaksa untuk bekerja pada orang lain dan majikan inilah yang akan menentukan syarat-syarat pekerja/buruh dalam bekerja.
 Pada sisi lain pihak pengusaha menganggap dirinya adalah pihak yang juga berhak mendapatkan keadilan dalam hubungannya dengan pihak pekerja/buruh.

Penyebab perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha beraneka ragam, seperti adanya gesekan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja/buruh sehingga tentu berbeda kepentingannya tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kepentingan tersebut adakalanya bisa dipenuhi tetapi juga bisa tidak terpenuhi karena perlunya interaksi dengan orang lain yang mempunyai kepentingan yang sama maupun berbeda. Untuk memenuhi kepentingan manusia tersebut adakalanya dengan memerhatikan kepentingan orang lain sehingga akan menimbulkan hubungan saling menguntungkan antar para pihak. Hal tersebut menyebabkan terjadinya suatu ketentraman dalam masyarakat.

Penyebab lain perselisihan itu terjadi ialah perbedaan interpretasi terkait kesepakatan yang dibuat para pihak dalam hubungan kerja. Dalam hubungan kerja diperlukan hukum yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan perburuhan. Apabila tidak ada hukum yang mengaturnya maka terjadi ketidakseimbangan dan ketidakjelasan hubungan kerja yang diciptakan antara pengusaha dan tenaga kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah: “Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.” Adapun menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud perjanjian kerja adalah: “Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”

Perjanjian kerja memegang peranan penting dan merupakan sarana untuk mewujudkan hubungan kerja yang baik dalam praktik sehari-hari. Perjanjian kerja pada umumnya hanya berlaku bagi pekerja/buruh dan pengusaha yang mengadakan perjanjian kerja, dengan adanya perjanjian kerja, pengusaha harus mampu memberikan pengarahan atau penempatan kerja sehubungan dengan adanya kewajiban mengusahakan pekerjaan atau menyediakan pekerjaan, yang tak lain untuk mengurangi jumlah pengangguran. Suatu perjanjian kerja telah mengikat para pihak, namun dalam pelaksanaannya sering berjalan tidak seperti apa yang diharapkan seperti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu contoh perjanjian kerja yang dapat disebutkan adalah perjanjian kerja antara perusahaan yang bergerak dalam bidang furnitur plastik yang ada di Surabaya yang bernama CV. Sinar Baru Plastik dengan pekerja/buruhnya. CV. Sinar Baru Plastik merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang furnitur plastik. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1994 dengan beralamatkan Jl. Tanjungsari 45-A, Surabaya 60177 Jawa Timur, Indonesia, No ID 24282631.
 CV. Sinar Baru Plastik mempekerjakan pekerja/buruh dalam menjalankan perusahaan di bidang furnitur plastik tersebut.

Dalam hubungan kerja antara CV. Sinar Baru Plastik dengan pekerjanya sering kali timbul permasalahan. Beberapa contoh permasalahan yang timbul berdasarkan observasi awal adalah pekerja/buruh menuntut upah diberikan secara berkala setiap bulan, mengingat selama ini upah dibayar tidak setiap bulan.
 Keterlambatan pembayaran upah bisa terjadi antara tiga hingga lima bulan. Upah yang diberikan berkala setiap bulan hanya berlangsung di awal perjanjian. Pihak pekerja/buruh tidak bisa mengajukan keberatan, ini dikarenakan di dalam perjanjian kerja yang telah dibuat tidak mencantumkan setiap tanggal berapa upah akan dibayarkan setiap bulannya.

Permasalahan lain yang muncul adalah perjanjian kerja yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, salinannya tidak diberikan pada pekerja/buruh. Hal ini bertentangan dengan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: “Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.” Berkenaan dalam pembuatan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik terdapat suatu permasalahan. Para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh jika timbul sengketa di kemudian hari. Biasanya penyelesaian sengketa diatur secara tegas dalam perjanjian. Para pihak dapat memilih melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan. Setiap cara yang dipilih mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dipertimbangkan sebelum memilih cara yang dianggap cocok untuk diterapkan. Cara penyelesaian perselisihan industrial menurut Pasal 3 sampai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ialah:

1. Musyawarah/mufakat

2. Bipartit/tripartit (dua atau tiga pihak dimana pihak ketiga adalah petugas depnaker). Pemerintah yang bertugas memberikan pembinaan/pengawasan kepada pengusaha dan buruh

3. Mediasi

4. Konsiliasi

5. Arbitrase

Dalam kasus ini pihak pekerja/buruh sudah mengupayakan pengajuan keberatan kepada pengusaha yakni CV. Sinar Baru Plastik mengenai beberapa hal yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja/buruh terlebih dahulu melakukan perundingan bipartit secara musyawarah untuk menghasilkan kata mufakat. Penyelesaian perselisihannya hanya berhenti sampai tingkatan bipartit, tidak berlanjut pada tahapan tripartit, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Hal ini dikarenakan pihak pekerja/buruh tidak mempunyai keberanian untuk melanjutkan ke tingkatan selanjutnya dalam penyelesaian perselisihan dengan pihak pengusaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dan melakukan penelitian serta selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Antara CV. Sinar Baru Plastik Dengan Pekerjanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Penulis akan mencari jawaban mengenai apakah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh CV. Sinar Baru Plastik telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
METODE
Sesuai dengan judul yang dibuat, maka penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan.
 Penelitian ini akan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama untuk membahas permasalahan yang hendak dikaji. Penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dibahas, studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca macam-macam bahan hukum dan mendengarkan maupun melalui media internet. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini yakni mengenai substansi pembuatan perjanjian kerja antara CV. Sinar Baru Plastik dengan pekerja/buruhnya. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan secara sistematis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif. Sifat analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.
 Cara ini diharapkan dapat memberikan saran atau kritik mengenai substansi yang berada dalam suatu perjanjian kerja jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Perusahaan CV. Sinar Baru Plastik merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang funitur plastik. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1994 dengan beralamatkan Jl. Tanjungsari 45-A Surabaya 60177 Jawa Timur, Indonesia, No ID 24282631.
 Perusahaan ini memiliki sekitar 206 pekerja/buruh yang terbagi dalam beberapa posisi atau jabatan yang bekerja dalam setiap hari. Jumlah 206 pekerja/buruh terbagi dalam beberapa posisi atau jabatan di perusahaan CV. Sinar Baru Plastik, yakni kepala perusahaan, kepala gudang, personalia, teknisi, pengawas packing (pengemasan) barang, pekerja pengemasan barang, pengawas operator pabrik, operator pabrik, pekerja di bagian gudang bahan mentah, pekerja di bagian gudang bahan rakit, pekerja di bagian gudang barang jadi, pekerja bagian mixing (pengadukan), pekerja administrasi kantor, pekerja di bagian penggilingan, pekerja di bagian perlengkapan, pekerja di bagian pemuatan barang, sopir, hingga petugas kebersihan.
CV. Sinar Baru Plastik dapat memproduksi barang furnitur plastik seperti lemari, kursi, meja, gayung, ember dan masih banyak barang lain yang terbuat dari bahan baku plastik. Hasil produksi barang dari CV. Sinar Baru Plastik distribusikan ke berbagai kota yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Malang, Bojonegoro, Medan dan di beberapa kota lainnya. Dalam kaitan dengan hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, terdapat perjanjian kerja yang mengikat kedua pihak. Dalam membuat perjanjian kerja harus mempunyai anatomi perjanjian yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat. Anatomi perjanjian itu sendiri merupakan struktur yang terdapat dalam perjanjian.  Anatomi perjanjian yang digunakan yaitu memuat:
1. Judul Kontrak
2. Bagian Pembukaan
· Tempat dan waktu kontrak diadakan
· Komparisi
· Recitals
· Ruang lingkup

3. Isi / Pasal-pasal dalam kontrak

· Ketentuan umum

· Ketentuan pokok

· Ketentuan penunjang

4. Bagian penutup

5. Lampiran-lampiran (bila ada)

Judul dalam perjanjian kerja digunakan sebagai identitas suatu perjanjian dan mutlak adanya. Selanjutnya bagian pembukaan  terdiri dari tempat dan waktu perjanjian itu diadakan, identitas para pihak atau komparisi, recitals dan ruang lingkup. Pada bagian isi atau pasal-pasal dalam perjanjian terdiri dari ketentuan umum, ketentuan pokok serta ketentuan penunjang. Bagian ini memuat pasal-pasal yang dibutuhkan oleh para pihak, sehingga memudahkan dalam menemukan kondisi dan informasi yang telah disepakati. Bagian selanjutnya ialah bagian penutup, pada bagian ini berisi penekanan bahwa perjanjian yang dibuat adalah sebagai alat bukti. 

Perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik, mempunyai anatomi yakni terdapat kop surat perusahaan yang bertuliskan nama perusahaan beserta alamat perusahaan CV. Sinar Baru Plastik. Selanjutnya perjanjian kerja ini memuat judul perjanjian kerja dengan nama Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu. Pada judul ini memuat nomor surat perjanjian/kontrak, kemudian identitas perusahaan maupun identitas pekerja/buruh atau disebut komparisi. Komparisi itu sendiri ialah bagian pendahuluan perjanjian/kontrak yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Identitas atau komparisi ini terdiri dari nama, alamat, umur, jenis kelamin, serta pendidikan masing-masing pihak. Perjanjian kerja yang dibuat oleh CV. Sinar Baru Plastik ini dilakukan antara pihak CV. Sinar Baru Plastik sebagai pihak pertama yang diwakili oleh kepala personalia dengan pihak pekerja/buruh sebagai pihak kedua. Selanjutnya pada bagian bawah identitas para pihak terdapat bagian dimana tanggal dimulainya perjanjian/kontrak antara pekerja/buruh dengan pengusaha serta tempat perjanjian kerja itu diadakan dan disepakati. Selanjutnya pada Pasal 1 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik memuat mengenai mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Hubungan kerja antara CV. Sinar Baru Plastik dan pekerja/buruh terjadi mulai adanya kesepakatan kedua belah pihak setelah menandatangani isi perjanjian kerja dari tanggal yang tertera dikertas perjanjian kerja serta posisi atau jabatan apa yang ditempatkan kepada pekerja/buruh tersebut. Dalam klausula perjanjian kerja, pihak perusahaan menentukan posisi atau bagian yang akan dipekerjakan oleh pekerja/buruh serta lokasi kerja bagi pihak pekerja/buruh untuk bekerja. 
Pada Pasal 2 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik memuat pemberian upah terhadap pekerja/buruh, yang terdiri dari nominal upah pokok yang diberikan serta pembayaran dilakukan tanggal berapa setiap bulannya. Pemberian upah ini hanya upah pokok saja tidak termasuk bonus dan lain-lainnya. Berlanjut pada Pasal 3 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik, pasal ini memuat pemberian jadwal kerja, ini diatur dalam peraturan perusahaan yang mana perusahaan CV. Sinar Baru Plastik dengan jam kerja ditetapkan mulai hari senin sampai sabtu, total 6 hari kerja dalam satu minggu. Perkecualian hari minggu jika diperlukan sesuai kebutuhan perusahaan, pihak pekerja/buruh harus masuk. Pekerja/buruh juga diwajibkan bekerja melebihi jam kerja biasa, apabila pekerjaan tersebut belum selesai dan kelebihan jam kerja tersebut tidak termasuk hitungan lembur.

Pada Pasal 4 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik, pihak perusahaan memberitahukan kepada pihak pekerja/buruh untuk mengikuti petunjuk dan tata cara kerja yang diberikan pihak perusahaan. Pekerja/buruh harus selalu patuh dan taat terhadap peraturan dan tata tertib serta disiplin kerja yang berlaku di CV. Sinar Baru Plastik. Berdasarkan Pasal 5 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik, yakni memuat hak perusahaan untuk dapat memutasi kerja kepada pekerja/buruh dalam lingkungan perusahaan jika itu diperlukan sesuai kebutuhan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 6 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik, memuat hak perusahaan untuk memberikan peringatan tertulis kepada pekerja/buruh yang membuat kesalahan, seperti menolak perintah atau tugas yang layak berkaitan dengan administrasi kantor/pengiriman/produksi, dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan diri pekerja/buruh tidak dapat menjalankan pekerjaan, tidak masuk kerja tiga hari berturut-turut tanpa ada keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, terlambat masuk kerja tiga kali berturut-turut dalam sebulan dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima oleh pihak perusahaan, terbukti melakukan kesalahan yang merugikan pihak perusahaan, tidak cakap melaksanakan pekerjaannya walaupun sudah dicoba pada bagian lain serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja walaupun sudah diberikan surat peringatan tertulis pertama maupun kedua. Selanjutnya Pasal 7 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik, memuat syarat mengakhiri perjanjian kerja yang diberikan oleh pihak perusahaan dengan tanpa memberikan pesangon atau uang ganti rugi kepada pekerja/buruh apabila melakukan kesalahan berat seperti mencuri barang milik perusahaan, minum-minuman keras, membawa obat-obat terlarang, serta menghina secara kasar atasan atau teman sekerja. Lalu pihak pekerja/buruh yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran lagi setelah mendapatkan surat peringatan tertulis terakhir.

Pasal terakhir dalam perjanjian kerja yakni pada Pasal 8 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik, memuat tentang ketentuan bahwa perusahaan tidak berkewajiban untuk memperpanjang perjanjian kerja dan tidak berkewajiban untuk mengangkat pekerja/buruh menjadi pekerja/buruh tetap setelah perjanjian kerja yang telah dibuat ini berakhir. Perjanjian kerja ini di akhiri dengan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan kesepakatan serta dibubuhi sebuah meterai. CV. Sinar Baru Plastik sudah menyiapkan blanko kesepakatan kerja, pekerja/buruh tinggal membaca dan menandatangani blanko tersebut. Apabila pekerja/buruh tidak menyepakati bekerja di CV. Sinar Baru Plastik maka tidak perlu menandatanganinya. Apabila blanko tersebut sudah di tanda tangani pihak perusahaan maupun pihak pekerja/buruh hal ini menyatakan perjanjian kerja yang dibuat tersebut telah sah untuk diberlakukan.

Anatomi dalam suatu perjanjian kerja jika dikaitkan dengan anatomi perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik terlihat adanya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan sudah dimulai dari adanya tulisan kop surat perusahaan dan adanya judul dalam perjanjian kerja, yang terlihat ialah dalam kepala perjanjian kerja terdapat nomor surat perusahaan, padahal dalam suatu perjanjian kerja posisi antara pekerja/buruh dengan perusahaan tidak boleh ada yang lebih tinggi, dalam artian harus dalam posisi sejajar. Apabila terdapat nomor surat perusahaan, itu berarti terlihat posisi pihak perusahaan mempunyai kekuasaan yang lebih kuat dalam pembuatan perjanjian kerja.

Pasal yang terdapat dalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik hanya terdiri dalam 8 pasal. Pasal-pasal dalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik hanya menjelaskan pengaturan secara umum mengenai hak dan kewajiban para pihak. Beberapa pasal dalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik memunculkan penafsiran ganda yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Berkenaan dengan adanya beberapa pasal yang tercantum, membuat posisi pengusaha lebih kuat. Hal ini dikarenakan kepentingan-kepentingan yang seharusnya mengatur mengenai hak pekerja/buruh tidak tercakup dengan jelas.

Berkaitan dengan penelitian ini maka, peneliti mendeteksi beberapa permasalahan yang akan dibagi dalam beberapa pembahasan, yakni:

1. Pengupahan

2. Jam kerja

3. Jaminan sosial

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan tersebut, selanjutnya akan diketahui kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar dapat diketahui permasalahan yang akan muncul dan akan lebih dijabarkan dalam pembahasan hasil penelitian.
Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam setiap perjanjian selalu diasumsikan bahwa kedudukan kedua belah pihak membuat perjanjian adalah sama, baik dalam hal kekuatan maupun pengetahuan para pihak tentang isi perjanjian, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sering terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian salah satu pihak memiliki kedudukan atau posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan pihak yang lain. Hal ini menyebabkan pihak yang lemah hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima begitu saja syarat atau ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh pihak yang lebih kuat kedudukannya atau menolaknya.

Pada dasarnya memang asas kebebasan berkontrak diperbolehkan, hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang bersifat apa saja selama perjanjian itu tidak melanggar ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan, demikian Pasal 52 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan. Berdasarkan Pasal 8 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik yang menyatakan bahwa “Pihak pertama tidak berkewajiban memperpanjang perjanjian kerja ini dan tidak wajib mengangkat pihak kedua menjadi karyawan tetap setelah perjanjian kerja waktu tertentu ini berakhir.” Dengan adanya klausul yang menyatakan tersebut, membuat posisi pekerja/buruh dalam kenyataan di lapangan, sangatlah rendah. Seperti pada bagian pengupahan, jam kerja dan jaminan sosial bagi para pekerja/buruh. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan keberlangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh dari pihak pengusaha.

Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara perorangan, dalam pembuatannya asas kebebasan berkontrak yang menempatkan suatu kekuatan yang sama dalam tawar menawar. Sayangnya pada kenyataan bahwa kedudukan kedua belah pihak dalam keadaan yang tidak sama dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupannya, menjadikan proses bargaining tersebut suatu permainan yang tidak seimbang dan sering menimbulkan adanya ketidakberdayaan bagi pekerja/buruh untuk menerima syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak pengusaha dalam pembuatan perjanjian kerja tersebut.

1. Pengupahan

Dalam rangka memberikan upah yang layak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pemerintah menetapkan adanya upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terhadap upah minimum yang diterapkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membaginya, yaitu sebagaimana yang diatur pada Pasal 89 Ayat (1) yang berbunyi:

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat terdiri dari:

1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 

2. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Penetapan upah minimum tersebut diarahkan kepada pencapaian kebutuhan kehidupan yang layak dan ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, ini sesuai dengan Pasal 89 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomr 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dikatakan bahwa “Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan Gubernur didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).”

Sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja yang telah disepakati, pekerja/buruh di CV. Sinar Baru Plastik mendapat upah setiap bulan sekali. Berdasarkan Pasal 2 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik didapatkan data di lapangan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan pekerja/buruh bahwa upah diberikan langsung kepada pekerja/buruh. Besar upah yang diberikan ialah Rp 2.200.000 sesuai dengan UMR Kota Surabaya, tetapi mereka hanya mendapatkan upah pokok sebesar Rp 2.200.000 tanpa mendapat tunjangan transportasi. Pekerja/buruh hanya mendapatkan upah pokok tidak termasuk upah lembur, bonus dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik yakni:

Pihak PERTAMA memberikan upah kepada pihak KEDUA untuk pekerjaan tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Upah pokok Rp 2.200.000 (Dua juta dua ratus ribu rupiah)/bulan kerja, tidak termasuk bonus dan lain-lain.
2. Pembayaran dilakukan menurut ketentuan perusahaan setiap tanggal           setiap bulannya.

Menurut pendapat peneliti berkenaan dengan pengupahan yang dilakukan oleh CV. Sinar Baru Plastik dan pekerja/buruhnya lalu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah sudah tepat. Pihak pengusaha telah memberikan upah secara penuh tanpa adanya potongan yang sifatnya tidak jelas, seperti pemotongan upah untuk kepentingan pengusaha dalam hal pemroduksian. Upah yang diterima dapat dipergunakan pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sini pengupahan yang dilakukan pihak CV. Sinar Baru Plastik dianalisis juga terdapat suatu permasalahan yang merugikan pihak pekerja/buruh. Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik tertulis bahwa tanggal pembayaran tidak dicantumkan dalam Pasal 2 perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik. Hal ini membuat pengupahan terhadap pekerja/buruh tidak diberikan secara rutin. Mengingat selama ini upah dibayar tidak setiap bulan, keterlambatan pembayaran upah dapat terjadi antara tiga hingga lima bulan. Upah yang diberikan rutin setiap bulan hanya berlangsung di awal perjanjian. Pihak pekerja/buruh tidak dapat mengajukan keberatan, ini dikarenakan di dalam perjanjian kerja yang telah dibuat tidak mencantumkan setiap tanggal berapa upah akan dibayarkan setiap bulannya.
Berdasarkan Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.” Sehubungan dengan adanya ketentuan pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terlihat bahwa perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik terkait tanggal pembayaran yang tidak dicantumkan sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran upah ialah tidak tepat. Pengusaha yang secara sengaja memberikan keterlambatan pembayaran upah akan dikenakan denda.
Cara pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang tercantum dalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik yakni dengan cara dibayar perbulan. Fakta yang ada dalam permasalahan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik, pemberian upah tidak dibayarkan secara perbulan, melainkan dibayarkan secara rangkap untuk upah tiga hingga lima bulan kemudian. Aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yakni Pasal 17 dikatakan bahwa “Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.” Dalam hal ini upah dibayarkan tidak pada setiap bulan melainkan dirangkap tiga hingga lima bulan. Dengan demikian hal yang dilakukan oleh CV. Sinar Baru Plastik telah bertentangan dengan perjanjian kerja yang telah disepakatinya dengan pekerja/buruh. Ditegaskan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah pada Pasal 19 dikatakan bahwa:

1. Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.

2. Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.

3. Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum.

Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah maka ketentuan tersebut merupakan pelanggaran. Selanjutnya pada Pasal 88 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan mengenai kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh dalam bentuk dan cara pembayaran upah. Analisis pasal tersebut berkaitan dengan bentuk pembayaran upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Upah bisa dalam bentuk uang atau bukan uang (in natura). Pemberian upah ini dapat dilihat dari segi nominal (jumlah yang diterima oleh pekerja/buruh) atau dari segi riil (kegunaan upah tersebut) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan juga dengan menggunakan cara apa dalam pembayarannya juga perlu dicantumkan, bisa dengan cara ditransfer ataupun diberikan secara langsung kepada pekerja/buruh. Upah yang disepakati harus diwujudkan secara tertulis. Interval pembayaran harus ditulis, baik dua mingguan atau bulanan, tergantung pada kebijakan perusahaan. Dalam faktanya pihak pengusaha tidak memberikan hak pekerja/buruh itu secara rutin. Padahal pekerja/buruh membutuhkan upah itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Selain permasalahan upah pokok yang diterima pekerja/buruh atas tenaga yang dikeluarkan, perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik, juga memiliki permasalahan lain yakni terkait dengan lembur. Dalam hal upah lembur, pekerja/buruh yang bekerja terkadang melebihi waktu kerja normalnya dan tidak diberikan upah lembur tersebut, padahal pekerja/buruh telah melaksanakan waktu kerja lembur yakni di saat setelah pengiriman barang pekerja/buruh di bagian admin harus membuat laporan pengiriman barang kepada perusahaan. Waktu kerja normal yang dilaksanakan oleh pihak pekerja/buruh ialah Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 08.30 – 17.00 WIB. Dalam faktanya pekerja/buruh terkadang bekerja sampai pukul 18.00 WIB tanpa dihitung dalam perhitungan waktu kerja lembur.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik dikatakan bahwa: “Pihak kedua wajib bekerja melebihi jam kerja biasa, apabila pekerjaan tersebut belum selesai dan kelebihan jam kerja tersebut tidak termasuk hitungan lembur.” Dalam perjanjian kerja tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal lembur.  Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu. Berkenaan dengan hal tersebut dikatakan melakukan waktu kerja lembur jika melebihi waktu kerja normal tersebut.

Ketentuan mengenai waktu kerja lembur juga terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni:

(1)Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2)Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

(3)Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4)Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yakni “Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah”. Selanjutnya pada Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur dikatakan bahwa “Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.” Upah Kerja Lembur adalah upah yang diterima pekerja/buruh atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya.

Menurut pendapat penulis mengenai perjanjian kerja yang tidak secara rinci menjelaskan terkait hal lembur serta tidak diperhitungkannya kelebihan jam kerja sebagai hitungan lembur oleh pihak pengusaha yakni CV. Sinar Baru Plastik jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah tidak tepat. Ini telah melanggar ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pekerja/buruh terkadang bekerja selama delapan setengah jam selama enam hari kerja dalam seminggu, maka CV. Sinar Baru Plastik berkewajiban untuk membayar upah lembur kepada pekerja/buruh.

Selanjutnya, selain permasalahan yang berkenaan mengenai hal lembur, pekerja/buruh juga memiliki permasalahan terkait Tunjangan Hari Raya (selanjutnya disebut THR). Dari hasil penelitian penulis menemukan fakta di dalam perjanjian kerja tidak diatur mengenai ketentuan THR. Pada prakteknya THR diberikan kepada pekerja/buruh yang berstatus dengan PKWT ialah sebesar Rp 1.000.000. Padahal upah pokok yang diterima oleh pekerja/buruh dengan PKWT tersebut ialah sebesar Rp 2.200.000. Ini berbeda dengan yang diterima oleh pekerja yang berstatus pekerja/buruh dengan PKWTT.

Pada dasarnya ketentuan mengenai THR secara khusus tidak diatur di dalam undang-undang, melainkan diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/VII/2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama. Berdasarkan angka 2 huruf a Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/VII/2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama yang menyatakan bahwa besarnya tunjangan hari raya yang diterima pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, yakni sebesar 1 (satu) bulan upah. Selain itu, dalam Angka 3 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/VII/2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama, juga diatur mengenai THR, yakni:

“Bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama lebih baik dari nomor 2 diatas, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dimaksud.”
Mengenai ketentuan pengaturan THR bagi pekerja/buruh yang tidak tercantum dalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah tidak tepat. Ternyata didalam perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik tidak terdapat pengaturan mengenai THR sama sekali. Sehingga tidak ada kepastian mengenai pemberian THR kepada pekerja/buruh serta besar nominal THR yang akan diterima.

Berkaitan dengan hak yang diterima pekerja/buruh, tidak semua pekerja/buruh mendapatkan THR sebesar yang telah ditentukan pada Angka 2 Huruf a Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/VII/2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama, yakni besaran THR yang diberikan sebesar 1 bulan upah bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih dan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja kurang dari 12 bulan tetapi lebih dari 3 bulan mendapat THR secara proporsional (prorata). Disini hanya pekerja/buruh yang bertatus dengan PKWTT yang mendapat THR sebesar 1 bulan upah yakni Rp 2.200.00 dan berbeda halnya dengan pekerja/buruh dengan PKWT yang mendapatkan THR hanya sebesar Rp 1.000.000, sehingga penulis beranggapan bahwa masalah terkait THR yang besarannya tidak sesuai dengan pengaturan dalam aturan perundangan ialah tidak sesuai.

Pengaturan mengenai ketentuan THR untuk setiap pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus berhak memperoleh THR sebesar 1 bulan upah atau lebih dan THR boleh berada di atas 1 bulan upah jika itu ditentukan lain dari Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan. Tetapi tidak boleh jika berada di bawah besaran 1 bulan upah pekerja/buruh. Dalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik terdapat pelanggaran karena jumlah THR yang diberikan berada di bawah besaran 1 bulan pekerja/buruh.
2. Jam Kerja

Pemberian jam kerja kepada pekerja/buruh yang bekerja pada CV. Sinar Baru Plastik di lapangan, dengan jam kerja sebagai berikut:

- Senin sampai dengan Sabtu : 08.30-17.00 WIB

- Istirahat

    : 12.00-13.00 WIB

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) perjanjian kerja antar pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik dikatakan bahwa: “Hari kerja ditetapkan mulai hari Senin sampai Sabtu 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu dan hari Minggu jika diperlukan sesuai kebutuhan perusahaan.” Tidak dijelaskan mengenai jam kerja yang seharusnya di laksanakan oleh pekerja/buruh. Hal ini menimbulkan ketidakpastian jam kerja pada saat pekerja/buruh melaksanakan pekerjaaannya. Terlihat bahwa pekerja/buruh bekerja 8,5 jam per hari dengan waktu istirahat yakni 1 jam perhari. Terkadang pekerja/buruh pulang melebihi jam kerja yang telah diatur oleh pihak perusahaan. Ini dianggap sebagai loyalitas untuk perusahaan dari pihak pekerja/buruh.

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan yakni sebagai berikut:

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2)   Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a.  7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b.   8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3)
Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pendapat penulis berkenaan dengan jam kerja yang melebihi jam kerja normal yang diterapkan oleh pihak perusahaan kepada pekerja/buruh jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah tidak tepat. Hasil wawancara dengan salah satu perwakilan pekerja/buruh yang bekerja pada CV. Sinar Baru Plastik, pekerja/buruh terkadang bekerja 8,5 - 9,5 jam per hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang bekerja selama enam hari kerja dalam satu minggu dilarang bekerja lebih dari tujuh jam. CV. Sinar Baru Plastik yang mempekerjakan pekerja/buruh pada bagian posisi admin, dari pukul 08.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB yang artinya, setiap hari pekerja/buruh bekerja selama 8,5 jam perhari. Kadang kala pekerja/buruh bekerja hingga pukul 18.00 WIB pada hari Senin hingga hari Sabtu. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pekerja/buruh bekerja selama delapan setengah jam selama enam hari kerja dalam seminggu.

Selain permasalahan mengenai jam kerja oleh pekerja/buruh yang notabene melebihi jam kerja normal, dari hasil penelitian diperoleh juga data bahwa para pekerja/buruh tidak mendapatkan hak atas cuti. Pekerja/buruh tidak mendapatkan hak waktu istirahat atau cuti yang seharusnya diberikan oleh pihak pengusaha yakni CV. Sinar Baru Plastik. Meskipun pekerja/buruh tersebut meminta waktu cuti untuk melaksanakan pernikahan, pihak CV. Sinar Baru Plastik tidak memberikan hak atas cuti untuk melaksanakan pernikahan. Terlebih pekerja/buruh yang ingin menikah tersebut dianggap tidak masuk kerja dan mengalami pemotongan gaji pokok serta pemotongan jatah uang makan yang seharusnya didapat setiap pekerja/buruh tersebut masuk kerja.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai waktu istirahat dan cuti ini yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pada Pasal 79 sampai dengan Pasal 84. Setiap pekerja/buruh ini mendapatkan hak cuti sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai cuti pada Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: “Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat (2), mengatakan bahwa:

Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi :
a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Menurut pendapat peneliti berkenaan dengan hak cuti yang tidak diberikan oleh CV. Sinar Baru Plastik kepada pekerja/buruhnya jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah tidak tepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni pada Pasal 79 Ayat (2), hanya pekerja/buruh yang sudah bekerja minimal 12 bulan yang berhak mendapat cuti tahunan 12 hari. Berkenaan dengan hal itu, perusahaan berwenang untuk menolak permintaan cuti dari pekerja/buruh yang belum genap 1 tahun bekerja. Dalam faktanya pekerja/buruh telah bekerja selama 3 tahun, itu menandakan seharusnya pekerja/buruh tersebut sudah berhak mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 hari. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pelaksanaan dari cuti tahunan ditentukan dari Perjanjian Kerja Bersama; dan/atau Peraturan Perusahaan; dan/atau Perjanjian Kerja. Artinya, cuti tersebut bergantung dari kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pada situasi ini, keberadaan dan pelaksanaan cuti bergantung pada negosiasi personal masing-masing pekerja/buruh dengan pengusaha.

3. Jaminan Sosial

Dikatakan pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa:

(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya aturan yang dijelaskan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pihak pengusaha harus memberikan fasilitas yang menaungi kesejahteraan pekerja/buruh tersebut. Di sini pihak pengusaha wajib mendaftarkan secara bertahap, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja/buruhnya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dengan syarat setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Fakta yang didapat dari hasil wawancara dengan salah satu perwakilan pekerja/buruh, CV. Sinar Baru Plastik tidak memberikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi para pekerja/buruhnya.

Sesuai dengan hasil pengamatan pada perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik, pekerja/buruh dengan PKWT di CV. Sinar Baru Plastik tidak mendapatkan fasilitas jaminan sosial. Mereka yang mendapatkan adalah pekerja/buruh dengan kategori pekerja/buruh dengan PKWTT. Upah pekerja/buruh tetap tersebut dipotong sebagai biaya pembayaran jaminan mengikuti jaminan sosial. Lain halnya dengan pekerja/buruh dengan PKWT, mereka tidak dipotong upahnya tetapi dengan konsekuensi tidak memiliki jaminan keselamatan dalam bekerja di perusahaan CV. Sinar Baru Plastik. Pada kenyataannya hasil dari penelitian belum semua pekerja/buruh di CV. Sinar Baru Plastik mendapatkan jaminan sosial yang memenuhi program tersebut. Hanya pekerja/buruh yang berstatus pekerja/buruh dengan PKWTT yang hanya mendapatkan fasilitas jaminan sosial.

Pendapat peneliti mengenai pekerja/buruh yang tidak mendapat jaminan sosial dari pihak perusahaan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah tidak tepat. Seperti diketahui bahwa setiap pekerja/buruh di setiap perusahaan berhak atas jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh selama pekerja/buruh tersebut bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Pemberian jaminan sosial terhadap pekerja/buruh ini wajib diberikan kepada semua pekerja/buruh, baik pekerja/buruh dengan PKWTT maupun pekerja/buruh dengan PKWT. Dijelaskan pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni:

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.

Mulai 1 Januari 2014, program-program jaminan kesehatan sosial yang telah diselenggarakan oleh pemerintah dialihkan kepada BPJS Kesehatan, sehingga diberlakukan pula pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan penjelasan Pasal 4 Huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.” Prinsip BPJS yang bersifat wajib tersebut diperjelas dengan isi pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu: “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.”

Mengenai besaran iuran yang harus dibayar oleh peserta BPJS diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yakni:

Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai berikut: 

Kelompok I
: 0,24% dari upah sebulan;

Kelompok II
: 0,54% dari upah sebulan;

Kelompok III
: 0,89% dari upah sebulan;

Kelompok IV
: 1,27% dari upah sebulan;

Kelompok V
: 1,74% dari upah sebulan.

b. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan; 
c. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi pekerja/buruh yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi pekerja/buruh yang belum berkeluarga.

BPJS sendiri terdiri dari dua bentuk yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berkenaan dalam hal kriteria jaminan sosial yang diterima oleh pekerja/buruh, sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yakni dikatakan bahwa:

1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 

2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Menjadi peserta BPJS merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Dengan demikian, perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program BPJS sama artinya mengabaikan aturan hukum sekaligus melanggar hak pekerja/buruh yang telah menunaikan kewajibannya.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perjanjian kerja antara CV. Sinar Baru Plastik dengan pekerjanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian kerja di CV. Sinar Baru Plastik dalam beberapa hal tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang artinya tidak dilakukan dengan baik. Ketidakesesuaian ini bisa dilihat dalam isi perjanjian kerja yakni berkenaan mengenai pengupahan, jam kerja serta jaminan sosial. Hal ini dikarenakan posisi tawar pekerja/buruh yang lemah dibanding posisi pengusaha yang cenderung lebih kuat.

Dalam hal pengupahan pekerja/buruh yang bekerja pada CV. Sinar Baru Plastik telah mendapatkan haknya yakni upah pokok sebesar Rp 2.200.000 namun juga telah terjadi keterlambatan pemberian upah hingga dirangkap tiga sampai lima bulan pembayaran sehingga pengusaha melanggar Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya dalam hal lembur, pihak pekerja/buruh bekerja melebihi jam keja normal dan tidak mendapatkan upah lembur yang semestinya didapat, kemudian pekerja/buruh tidak mendapat THR sebesar 1 bulan upah padahal pekerja/buruh telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih. Berkenaan dengan jam kerja, CV. Sinar Baru Plastik mempekerjakan pekerja/buruh melebihi aturan yang terdapat pada Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni pekerja/buruh bekerja selama delapan setengah jam selama enam hari kerja dalam seminggu. Hak atas cuti juga tidak didapat oleh pekerja/buruh padahal cuti wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan CV. Sinar Baru Plastik juga tidak mengatur mengenai fasilitas jaminan sosial untuk pekerja/buruh sehingga jaminan sosial yang seharusnya didapat tidak diterima oleh pekerja/buruh yang berstatus PKWT.

Saran

Penulis memberikan saran kepada pembaca melalui tulisan ini bahwa diharapkan 

1. Bagi pengusaha diharapkan untuk lebih mengatur dalam pembuatan perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang ada dalam perusahaan bertujuan agar tercipta kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan. 
2. Bagi pekerja/buruh diharapkan dapat lebih memahami mengenai substansi dari suatu perjanjian kerja yang telah disepakati agar dalam menjalankan pekerjaan tidak terjadi perselisihan hubungan industrial.
3. Bagi pemerintah yakni Dinas Ketenagakerjaan, sesuai dengan Renstra Kemenakertrans 2010 s.d 2014 maka diharapkan dapat lebih mengintensifkan sosialisasi kepada pekerja/buruh serta pengawasan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti dalam hal pengupahan, jam kerja serta jaminan sosial.
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